BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia jika dibandingkan
dengan Korea Selatan adalah bahwa model penyelesaian sengketa kewenangan
lembaga negara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
dibatasi pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUDN R1 1945,
sedangkan model penyelesaian sengketa lembaga negara di Korea Selatan oleh
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak membedakan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh konstitusi maupun peraturan perundangan lain.

2. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang ideal haruslah
berdasarkan hukum dalam hal ini kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia
harus diberikan kewenangan yang lebih luas dalam menyelesaikan sengketa
kewenangan lembaga negara, bukan hanya lembaga negara yang kewenangannya
diatur di dalam UUD NRI 1945 melainkan lembaga-lembaga negara diluar UUD
NRI 1945, dengan demikian tidak ada batasan bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia
dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dengan
memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh
UUD NRI 1945, maka kekosongan hukum yang terjadi pada penyelesaian sengketa
kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI
1945 dengan lembaga diluar UUD NRI 1945 dapat terpenuhi dengan mekanisme
penyelesaiannya secara hukum.
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5.2. Saran
Ditujukan kepada: MPR-RI

1. Lembaga negara yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi tidak lagi
dibatasi kewenangannya yang bersumber dari UUD NRI 1945, tetapi juga
kewenangan yang berasal dari peraturan perundangan lain. Dengan
demikian dapat dilakukan dengan cara mengamandemen UUD 1945 dengan
memperluas kewenangan MK untuk memutus sengketa lembaga Negara
yang kewenangannya tidak diberikan langsung oleh UUD 1945, dan
dilakukan perubahan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Frasa “yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dihilangkan, sehingga ketentuan Pasal 24 C ayat (1)
UUDN RI 1945 berbunyi “memutus sengketa kewenangan lembaga

negara’”.
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